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Pengantar

Layanan Kesehatan Jiwa
dalam Konteks Indonesia

Hans Pols, Byron J. Good, dan Mary-Jo DelVecchio Good

S ebagian besar profesional kesehatan jiwa setuju bahwa gangguan
jiwa adalah sebuah kondisi bio-psiko-sosial, dan dalam beberapa
tahun belakangan disebut dengan lebih luas, yaitu kondisi bio-psiko-
sosial-budaya-spiritual. Gangguan jiwa memiliki komponen biologis
tertentu, dimana kondisi ini perlu penanganan medis oleh seorang
dokter yang kompeten. Metode pengobatan baru selalu dikembang-
kan dan teknologi baru dapat membantu mengurangi kesenjangan
perawatan dalam kesehatan jiwa, khususnya untuk daerah-daerah
terpencil di Indonesia karena beberapa intervensi dapat diberikan
melalui aplikasi smartphone.

Namun, gangguan jiwa memiliki lebih banyak sisi yang perlu
ditangani dengan komprehensif melalui cara-cara lain dan tidak
hanya mengandalkan obat dari dokter. Salah satunya adalah
psikoterapi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis dan
membantu individu untuk mengembangkan strategi coping yang
efektif. Mendeteksi dan mengatasi gangguan jiwa pada anak-anak
dan remaja harus melibatkan kerja sama dengan keluarga dan
sekolah. Dalam banyak kasus, masyarakat juga perlu dilibatkan agar
tidak terjadi stigmatisasi dan diskriminasi.
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untuk perawatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dlbentul-c Di
tempat lain, psikolog ditambahkan ke Puskesmas untuk memberl.kan
psikoterapi. Kesulitan dalam mengoordinasikan kegiatan Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial sering menimbulkan masalah, khususnya
terkait dengan rehabilitasi psikososial dan perawatan anak-anak
terlantar serta orang dewasa yang tunawisma. Skema asuransi
kesehatan nasional Indonesia telah memberi akses perawatan
kesehatan jiwa bagi banyak orang, tetapi masih ada banyak sekali
tantangan dan ruang untuk perbaikan.
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Bab-bab dalam Jilid 2 ini akan membahas tantangan biologis,
psikologis, sosial, budaya, dan politik dalam mengembangkan sistem
an kesehatan jiwa berbasis masyarakat di Indonesia.

Pada bab pertama, ditulis oleh dr. Pandu Setiawan, Sp.KJ., Retno

Dewanti Purba, M.Psi., dan Nurul Eka Hidayati, M.Si,, memfokuskan

itasi psikososial yang merupakan sebuah elemen
ari rumah sakit jiwa

layan

pada rehabil
penting setelah pasien dibolehkan pulang d

untuk kembali bergabung dengan masyarakat. Para penulis ini
terlibat dalam sebuah kelompok studi yang dipimpin oleh Dr. Pandu
Setiawan, Sp.K.J. mengenai rehabilitasi psikososial. Bab kedua,
ditulis oleh Dr. Sylvia Detri Elvira, Sp.K.J. memfokuskan pada
perkembangan pendidikan psikoterapi di departemen psikiatri
fakultas kedokteran, khususnya di Universitas Indonesia. Bab ketiga
ditulis oleh Dr. Tjhin Wiguna, Sp.K.J., dan berfokus pada layanan
kesehatan jiwa khusus bagi anak-anak. Aliza |. Hunt, penulis bab
keempat, menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi para
petugas klinik yang mencari tahu tentang perawatan terhadap
depresi. Bab kelima yang ditulis oleh Dr. Riza Sarasvita, M.Si, M.HS.,
Ph.D. membahas perawatan terhadap masalah kecanduan dan
penyalahgunaan obat-obatan atau minuman terlarang. Bab terakhir

bagian pertama menceritakan tentang program inovatif dalam

Layanan Kesehatan Jiwa dalam Konteks Indonesia | xiii
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perawatan untuk depresi yang dilakukan secara online. Bagian jp;

. . . Y N Yook
ditulis oleh psikolog Dr. Retha Al jadi, M.Psl.
ari Jilid 2 ini mendiskusikan tentang: perap
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Program magister yang meng-
omprehensifserta mempertim-
b berikutnya ditulis oleh dua

tas Gadjah Mada, Diana

pengembang
psikologi sosial kesehatan
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og Fakultas Psikologi Universi
ati, M.HSc. Psy. Ph.D. dan Prof. Dr. Subandi, Ph.D., yang

kan secara rinci tentang beragam inisiatif yang diambil di
Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam hal penempatan
psikolog klinis di puskesmas setempat untuk menyediakan
perawatan bagi gangguan jiwa dengan kondisi-kondisi umum. Bab
ketiga yang ditulis oleh Dr. Novy H.C. Dauliman, S.Kp., M.Sc.
mengulas tentang pengembangan beberapa komunitas dalam
pemberian layanan perawatan (nursing) bagi kesehatan jiwa dalam
ta.taf'an masyarakat. Dalam bab terakhir bagian kedua ini, psikolog
l:::tljnf\;ur:; ::::)l;z;r:o, M:::lin. Ps?/ch. mendiskusikan penelitiannya
oechatan i dela m[:; ugas- (esehatann umum dan petugas
genali gangguan jiwa.
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Setiyaw
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Htemulean ngle ermarginalisasi, terutama para gelandangan. Saat
ngemis di jalanan < cll. dc
. , mereka alke :
panti-panti khusus dari dinas .1lelelm akan ditempatkan pada
di sosial setempat ' :
akan segala bentuk perawatan m d'l yang tidak menyée
memburuknya kondisi mereka d edis dan menyebabkan
en "
gan gangguan jiwa berat. Bab
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kedua ditulis oleh Santi Kusumaningrum dan Rama Adi Putra,
keduanya terkait dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan
dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), yang menganalisis tantangan
yang dihadapi anak-anak dan remaja gelandangan. Karena tidak
memiliki KTP, mereka tidak dapat memiliki keanggotaan BPJS dan
akses untuk perawatan kesehatan jiwa. Sayangnya, para gelan-
dangan—baik anak-anak maupun orang dewasa—adalah orang-
orang yang paling memerlukan bantuan dan perawatan kesehatan.,
Mereka kerap terperangkap dalam kerumitan akses layanan ke-
sehatan jiwa, seperti berada dalam sarang laba-laba. Dalam bab
ketiga, Dr. dr. Irmansyah Sp.K/J.(K) mengevaluasi program Indonesia
Bebas Pasung. Psikolog Josephine Rosa Marieta dan Wahyu Cahyono
memaparkan perkembangan program-program kesehatan jiwa
pascabencana alam. Bab kelima dipersembahkan bagi kebutuhan
khusus dalam kesehatan jiwa bagi mereka yang selamat dari
peristiwa pembantaian 1965 dan keturunannya. Bagian ini ditulis
oleh psikolog Ninik Supartini, M.Si. dan psikiater Dr. Mahar Agusno,
Sp.K.]. Bab keenam ditulis oleh Dr. Nalini Muhdi, Sp.K.J., berkaitan
dengan kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan
serta beragam konsekuensinya. Bab terakhir ditulis oleh Dr. Santi
Yuliani Widyaparta, Sp.KJ., dan mendiskusikan tentang teknologi
perawatan baru dalam layanan kesehatan jiwa.

Secara umum, seluruh bab pada kedua jilid buku ini menunjukkan
telah terdapat begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh psikiater,
psikolog, perawat jiwa, pekerja sosial, penggiat advokasi pasien, dan
banyak pihak di Indonesia yang terlibat dalam atau memiliki minat
untuk memperbaiki perawatan kesehatan jiwa di Indonesia. Sudah
ada visi yang jelas bagi masa depan kesehatan jiwa di Indonesia dan
contoh-contoh dari beberapa praktik sukses yang kelak dapat
diimplementasikan secara lebih luas lagi. Setiap orang yang kami
ajak bicara memiliki bayangannya sendiri tentang layanan kesehatan
jiwa di Indonesia di masa mendatang, tetapi semuanya mengarah
pada sebuah masa depan di mana layanan kesehatan jiwa bisa
diakses oleh setiap orang yang memerlukan, serta layanan kesehatan
jiwa yang memadai sehingga mereka mampu menjalani hidup yang

bahagia dan bermanfaat. %
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5

Drug Treatment dan Rehabilitasi
di Indonesia

Semesta yang Menggiring Saya...

Ketika saya kuliah, pilihan bekerja di bidang adiksi napza tidak
. pernah terlintas sekalipun. Pun ketika saya sudah masuk pada
Program Profesi Fakultas Psikologi. Program ini dikenal dengan
nama “stage” atau “co-assistant” kalau di Fakultas Kedokteran.
Pemahaman tentang masalah adiksi napza tidak diberikan secara
mendalam di sini. Pengalaman yang berhubungan dengan isu ini
adalah ketika mendapat tugas mengambil kasus di Wisma Pamardi
Siwi, Jakarta, sebagai bagian dari kewajiban stage bagian klinis anak.
Wisma Pamardi Siwi adalah lembaga rehabilitasi adiksi napza dan
anak nakal milik Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. Saya
mendapat satu kasus. Remaja dengan riwayat penggunaan napza,
tetapi hanya bertemu dua atau tiga kali saja, melengkapi evaluasi
psikologis yang harus dibuat. Setelah itu, lupa sama sekali. Sekarang
pun sulit melacak dimana salinan berkas kasus tersebut. Maklum,
saat saya stage pada tahun 1986-1987, belum kenal penggunaan
komputer apalagi laptop. Sehingga tidak bisa saya ingat seperti apa
kasus yang ditangani.

89
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Pel bekerja di bidans adiksi muncul pada akhir tahy, 18
eluang

. i di bidang indugt..: 2
3 al pSlkOlOg Str[ q

Ketika itu jenuh bekerja sebag'l' iadi psi an
inginan:elrllg]s(uti impian sejak kuliah untuk menjadi psikolog Kiip

. ' am k Is
yang berhubungan langsung deng"}“ bél bagasl l;j:cif;alniiisé;\da dyg
lowongan di RS Fatmawati (RSF) atat RSKO terden a“ Obgy
(RSKO). Hmm...terlintas terpikir hahwa i akan ]f) r ]G.hih
spesifik dan menantang, sementara RSF pasl\l/l ‘.l ' lerm-""lma
berbagai kasus dengan rentang yang sangat llfas- engl <1Ubl rta.ha”
mencari yang menantang itulah, keputusan jatuh untuk 6‘ ?I'Ja dj
RSKO. Apa bekal saya? Kepercayaan diri, pengal.amar.l sed.lk;‘t Saat
stage, dan kemauan kuat untuk belajar hal baru di dunia adiksi yan,

membuat keputusan itu semakin bulat.

Seiring dengan berjalannya waktu, usut punya usut, ternyata
salah satu dari nenek moyang saya, pada zamannya termasuk
populasi orang Jawa yang mengisap candu untuk beberapa waktu,
Informasi ini baru saya ketahui setelah sekian tahun bekerja di
RSKO. Barangkali tanpa disadari, semesta pulalah yang menggiring
saya bekerja di bidang ini. Yaitu, untuk mengetahui lebih jauh
kompleksitas masalah adiksi napza, termasuk yang dulu dialami
nenek moyang saya. Barangkali pula, semesta mengarahkan saya
untuk memperjuangkan layanan yang memadai dan sepantasnya

bagi mereka yang mengalami masalah ketergantungan napza...
Wallahualam....

Adakah Layanan Terapi dan Rehabilitasi Adiksi Napza pada
Zaman Kolonial?
Sumber bacaan yang menjelaskan situasi penggunaan napza pada
zaman kolonial di Indonesia relatif terbatas. Yang tersedia hanya
riwayat penggunaan opium, padahal opium bukan tanaman yang
tumbuh di negara ini, sebagaimana yang ditulis Rush (2007) dalam
bukunya Opium to Java. Saya yakin, penggunaan zat psikoaktif lain
seperti ganja dalam berbagai bentuk ataupun perilaku minum
minuman beralkohol yang disuling secara alamiah adalah ktik
yang telah dijalankan dari generasi ke generasi pad boran
wilayah di Indonesia. Penyebabnya, tanama i paca beberape
tanaman e yabnya, n ganja maupun berbagai

yang disuling menjadi alkohol tersedia di bumi i

’ umi Indonesia.
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Rush menceritakan, opium pertama dibawa ke Indonesia oleh
pedagang Arab. Sehingga ketika pasukan Belanda pertama Kkali
mendarat di Jawa, opium diketahui adalah salah satu barang—
khususnya dalam bentuk candu—yang diimpor ke Jawa Tengah dan
Timur oleh pedagang Cina. Pemerintah Hindia Belanda mengontrol
daerah-daerah penjualan candu dengan menetapkan jenis konsumen
yang boleh dan yang tidak boleh mengakses candu. Penggunaan
candu oleh orang Jawa banyak dilakukan karena berbagai alasan,

seperti pengobatan, kesegaran tubuh dan penghilang rasa lelah
(Rush, 2007).

Lebih lanjut Rush menuliskan, bila awalnya candu adalah bagian
kehidupan sosial ningrat Jawa, setelah Belanda memperluas
ketersediaan warung candu di Pulau Jawa, masyarakat umumpun
menjadi konsumennya. Ini membawa masalah sosial politik yang
tidak dapat dianggap ringan. Pandangan negatif juga diberikan
terhadap pengisap candu tersebut. Pakubuwono ke IV menuliskan
puisi tentang Pelajaran atas Perilaku yang Benar (Wulang Reh)
dimana di dalamnya dijelaskan mengenai buruknya perilaku
menggunakan candu (Rush, 2007). Salah satu dampak buruknya
adalah kekalahan prajurit Pangeran Diponegoro pada peperangan
tahun 1825-1830, karena anggota pasukan yang kecanduan opium
mengalami gejala putus zat akibat pemerintah kolonial menghambat
suplai candu bagi mereka, sehingga tidak mampu bertempur secara
optimal (Tyas Suci, dkk, 2015).

Dari penjualan opium ini, pemerintah kolonial Belanda
memperoleh 15% total pendapatan, melebihi pendapatan dari
ekspor perkebunan Kina pada awal-awal abad 20 (Narti, 1999).
Namun demikian fakta juga menunjukkan, candu menjadi bahan
perdagangan penting untuk membeli senjata dan amunisi selama
perang kemerdekaan di Indonesia (Ibrahim, 2013). Hal ini mengingat
sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian dan perkebunan
saat itu mengalami kekacauan, hancur lebur akibat pendudukan

militer Jepang (Ibrahim, 2013).

Buruknya sanitasi, banyaknya epidemi penyakit menular seperti
pes, kolera, cacar, membuat usia harapan hidup manusia Jawa
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juge ya, perilaku mengisap candu bt‘liau

[bronchopneunumia). Tampakn
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mana minimnya layanan kesehatan yang tersedia (Marihandon,,

dkk, 2015).

tugas kesehatan saat itu. Padahal
dipcrburuk oleh perila,

Perempuan Pecandu, Pasien Pertama Layanan Terapi
Rehabilitasi Adiksi

Perempuan pecanduy, secara spesifik sering kali mengalami stigma,
diskriminasi, dan eksklusi sosial yang lebih berat daripada laki-lak;
pecandu. Adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan secara
umum di banyak negara di dunia Sering kali membuat perempuan
pecandu disalahgunakan, menjadi korban kekerasan dan pemaksaan
(The Global Coalition on Women and AIDS, 2011). Kondisi ini sedikit

banyak juga memengaruhi aksesibilitas mereka dalam terapi dan
rehabilitasi.

Proporsi perempuan dalam layanan terapi rehabilitasi napza di
Indonesia dari waktu ke waktu selalu minoritas. Mereka berada
dalam rentang sekitar 8-13% dari total penerima layanan (BNN,

2016%). Survei rumah tangga tahun 2015 yang dilaksanakan pada 20

provinsi di Indonesia menunjukkan, perempuan pada umumnya

cenderung menggunakan napza dalam kategori teratur pakai (BNN,

2016° i .
6°). Artinya, secara umum sekalipun perempuan menggunakan

hapza, pola .
kafegor[i) . pegggunaannya sebagian besar tidak termasuk pada
ec L Tarmins ,
16% peren:an uan. Lebih lanjut survei yang sama menunjukkan,
pPuan yang ditemui di tempat hiburan, menggunakan

: ' . cualitatif 1 : .
seperti Medan, Malang, o delapan kota di Indonesia,

banyak perep, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, menunjukkan
naflcah bagi kel Puan melakukan kerja seks untuk menyediakan
Uarga mereka dan untuk memenuhi kebutuhan napza
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bagl mereka sendiri atau untuk pasangan mereka (Habsari dkk,
2007).

Sebuah studi khusus menyasar pada perempuan dengan
penggunaan napza suntik (penasun) yang berhasil menjangkau lebih
dari 700 perempuan di Jawa Barat, Banten dan Jakarta, menunjukkan
16% dari partisipan mengikuti program terapi rumatan dan 26% di
antaranya pernah mengikuti program terapi rehabilitasi (Stoicescu
et al, 2016).

Semua data ini menunjukkan pada kita bahwa perempuan
pengguna napza memang termasuk dalam kategori minoritas,
namun jumlah mereka yang mengakses layanan lebih kecil lagi.

Beberapa alasan di balik kondisi ini di antaranya: perilaku
penggunaan napza pada perempuan cenderung teratur (BNN,
2016%), namun belum masuk fase ketergantungan yang mungkin
membutuhkan terapi dan rehabilitasi. Lalu, Habsari dkk (2007) juga
mencatat, perempuan pecandu sering kali merahasiakan statusnya
sebagai pecandu dari pasangan, posisi tawar mereka juga rendah,
dan sering kali memperoleh stigma yang lebih negatif dibandingkan
pria pecandu. Semua hal tersebut mempersulit mereka untuk secara
“terbuka” mencari pertolongan. Sekalipun demikian, tahukah kita
bahwa perempuan pecandu di Indonesia justru menjadi penerima
layanan terapi napza pertama di institusi pemerintah?

Pada 3 Juli 1972, berdiri Lembaga Ketergantungan Obat (LKO).
Lembaga ini kemudian mengubah namanya menjadi Rumah Sakit
Ketergantungan Obat (RSKO) melalui Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 138/Menkes/SK/lV/1978 tanggal 28 April 1978. Rumah
sakit yang awalnya menumpang pada sebidang lahan di .RS
Fatmawati Jakarta Selatan pada kurun waktu 1972-2007, kemudian
berdiri pada lahan milik Pemerintah Daerah di daerah Jl. Lapangan
‘Tembak, Cibubur, Jakarta Timur sejak 2004. Pada tnng‘gnl terseb.ut,
LKO (atau RSKO) menerima untuk pertama kullnyu' pl\lt.n
perempuan dengan ketergantungan mor-ﬁnj Layanan y;m% diberikan
lebih pada detoksifikasi, sehingga bersifat jangka pendek. )

Seiring dengan berjalannya waltu, layanan berk-c.‘mbang Se}?;il:i?
luas. Sejak 2004, RSKO memiliki layanan yang relatif kompre ,
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heroin—high care unit——terutama.setclalsi4I-T:rf]31l1_llln\;§lc<li;;nfm P"’-“ie
engguna heroin dengan jarum suntik pcnﬁ erite .nc,-imquz;n.lnrek";i
I;portunistik, unit gawat darurat yang .‘)lﬂ_]). me - ,;{a (Cga‘_"’ill.
daruratan fisik maupun psikiatrik, I‘E‘IWEI.L inap ]?iﬁ%mq.pd‘nm“!:
melalui program therapeutic c.orm'numty,‘ mo:sca;(;},]”‘!;irl‘,-_,)_u:’i
kebutuhan (co-occuring disorders) hingga progi a.m pe abilityg
Pada 17 Januari 2003, mulai bero;.Jeram layanan Fumatg,
don di RSKO dan pasien pertamanya juga perempuan pecand,
N i i lan. Pengaruh perempuan bely,
heroin dengan kehamilan usia 4 bulan. g wan
berhenti pada sejarah penerima peraV\{'atan pertzma, p ecpu:n
juga berpengaruh dalam “pergerakan” pemberdayaan pecandy
secara umum.

Ceritanya begini. Program aftercare di RSKO digagas. sejak tahun
1999, dengan kegiatan utamanya berupa pertemuan rutin kelomp‘o!\t
dukungan sebaya (KDS). Para pasien yang tergabung pada KDS ini
bersama-sama dengan kami selaku fasilitator mendambakan adanyz
organisasi dari pecandu untuk pecandu. Maksudnya agar dapat
mengoptimalisasikan potensi diri dalam berbagai bidang. Ide sudah
digagas sejak 1999, beberapa karya juga telah dibuat, termasuk
menciptakan psikodrama-musikal edukasi yang tampil pada
beberapa mall di Jakarta dan menjadi motivator pasien-pasien baru
untuk mau mengikuti program rehabilitasi rawat inap.

Akhirnya, pada tahun 2001, dapat dibentuk suatu organisasi
informal dengan nama “Stigma”, dimana kami dapat menentukan
tujuan organisasi, keanggotaan dan kegiatan rutin yang dijalani.
Sekitar 30-an klien yang telah selesai menjalani program rehabilitasi
rawat inap ikut serta dalam proses pembentukan organisasi ini.
Namun, tentu saja hanya sedikit yang sungguh-sungguh tekun dan
rajin ikut serta dalam proses tersebut. Terus terang dari yang sedikit
itu, justru ada satu pasien perempuan yang paling antusias, rajin

hadir dalam setiap pertemuan KDS, dengan S€genap perjuangannya

yang luar biasa, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki sistem
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pendukung (support system) yang baik. Ia yang paling tekun “belajar”
dari saya.

Kira-kira pada sekitar tahun 2005, perempuan pejuang ini, R.
Sekar Wulan Sari berhasil membawa organisasi informal tadi
menjadi organisasi formal berbadan hukum yang berdiri sendiri,
dengan nama “Stigma” pula (Moeliono, 2012). Ini terlepas dari
RSKO, dan dikenal tidak saja secara nasional, namun juga di lingkup
global. Ia pula yang kemudian menjadi salah satu aktivis berpengaruh
dalam memperjuangkan hak-hak layanan kesehatan yang non-
diskriminatif kepada pecandu secara umum dan perempuan
pecandu, secara khusus. Kalau boleh saya katakan, perempuan
pecandu memang warga minoritas dalam layanan terapi rehabilitasi,
tetapi mereka membawa warna tersendiri dan berpengaruh dalam
program yang ada dan secara khusus. Tidak hanya itu, pasien-pasien
perempuan ini juga sangat memengaruhi kompetensi dan karier
klinis saya.

Layanan Terapi dan Rehabilitasi Napza pada Orde Baru
Beberapa tahun sebelum RSKO didirikan guna merawat pasien
dengan masalah ketergantungan morfin, sebuah rumah sakit jiwa
swasta, Sanatorium Dharmawangsa di Jakarta Selatan, menerima
untuk pertama kalinya pasien ketergantungan morfin pada tahun
1969. Barangkali ini adalah catatan resmi pertama dilakukannya
perawatan terhadap orang dengan gangguan penggunaan napza di
Indonesia. Di luar layanan kesehatan bagi pecandu, beberapa
lembaga lain, baik milik pemerintah ataupun swasta atau
masyarakat, tercatat juga menangani pecandu pada zaman orde
baru dalam kurun waktu 1968-1998.

Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi atau Wisma Pamardi Siwi
(WPS), sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya, adalah
juga proyek Bakolak Inpres 6 tahun 1971, sebagaimana RSKO.
Diresmikan pada 31 Oktober 1974 oleh ibu negara, Tien Soeharto.
WPS awalnya institusi tahanan perempuan dan anak-anak nakal
sebelum diperkarakan atau diajukan ke pengadilan. Melalui SKEP
Kapolri Nomor Pol SKEP/108/VIl/1985 tentang perubahan struktur
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organisasi Dinas pamardisiwi (rumah perawatan‘ [korban] narkoﬁka
atau rumwatik Pamardisiwi) dikukuhkan sebagal tempat rehabilitaSi
sosial bagi anak nakal dan korban narkoba. Tahun 1997
dikembangkan Klinik Nazatra Disdokkes Pold.a-Me.tro Jaya, sebagy
pendukung pelayanan dalam bidang rehabflltam dalam rangk,
bertransformasi menjadi lembaga rehabilitasi dengan pendekaty,
therapeutic community. Beberapa klien yang sudah .I'E:'lalltlf Stabj
kemudian diangkat menjadi konselor di WPS dan dikirim unty
menjalani pelatihan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Wpg
kemudian dialihkan dari Polda Metro Jaya kepada Badan Narkotik,
Nasional (BNN), dengan pendirian Balai Besar Rehabilitasi di Lidg,
Sukabumi, pada tahun 2008.

Kementerian Sosial Republik Indonesia juga mendirikan
beberapa panti rehabilitasi sosial beberapa kota besar di Indonesia
pada kurun waktu awal 1970 hingga 1980-an. Panti ini kemudian
disebut sebagai Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra atau PRSPP,
Beberapa di antaranya yaitu PRSPP Galih Pakuan (berdiri tahun
1982 dan beroperasi tahun 1983), PRSPP Khusnul Khotimah
(berdiri tahun 1973), PRSPP Yogyakarta, PRSPP Lembang, PRSPP
Medan, PRSPP Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah
intervensi pekerjaan sosial dengan dominasi para pekerja sosial
profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Selain itu juga diwarnai
dengan pelatihan vokasional, seperti perbengkelan dan menjahit.
Panti-panti inipun tanpa mengurangi layanan vokasionalnya,
kemudian mengubah pendekatannya ke arah therapeutic community
sejak tahun 1998, dimulai dari PRSPP Galih Pakuan, Bogor.

Therapeutic community yaitu suatu pendekatan dimana program
diberikan secara sangat terstruktur, setiap orang pada lemT)aaa
tersebut harus menerapkan pola perilaku yang standar dan terukzr
(tidak terkecuali staf/petugas, sehingga diharapkan terjadi proses

modeling), dan program dijalankan terutama oleh staf dengan latar
belakang riwayat penggunaan zat.

K . -
eémenterian Kesehatan Republik Indonesia selain memiliki

RSKO i
»pada tahun 1970-an Juga memerintahkan setiap RS Jiwa yang

ad i i
a (saat itu berjumlah 20) mengalokasikan 10% kapasitas tempat
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tidurnya guna perawatan bagi mereka dengan gangguan penggunaan
napza. Sayangnya, hingga hari ini tidak dapat ditelusuri dokumen
resmi Kemenkes yang mengamanahkan hal tersebut. Namun atas
usulan beberapa pihak, termasuk pihak BNN dan beberapa psikiater,
amanah kewajiban alokasi 10% tempat tidur untuk perawatan
napza tersebut dilegalkan melalui dokumen hukum yang lebih tinggi
lagi, yaitu Undang-Undang Keschatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014,
Pasal 54.

Di luar peran pemerintah, sejarah juga mencatat peran serta
masyarakat dalam perawatan adiksi napza sejak zaman orde baru,
yaitu melalui Pesantren Inabah Suryalaya dengan tokoh utamanya
adalah Abah Anom. Pesantren ini awalnya adalah lembaga
pendidikan berbasis Islam, kemudian menjadi tempat yang
dipercaya oleh banyak pihak untuk menitipkan anak atau anggota
keluarga yang mengalami masalah gangguan penggunaan napza,
terutama pada seputaran awal tahun 1970-an. Pendekatan yang
digunakan adalah sarekat na’sabandiyah, dimana santri (baca: klien)
mempelajari Al Qur’an, melaksanakan dzikir, mandi malam dan

tahajud (http://www.suryalaya.org).

Heroin yang Mengubah Wajah Perawatan dan Kebijakan Napza
di Tahun 2000

Di masa Orde Baru, informasi berbasis fakta dan data terkait napza,
amatlah sulit diperoleh. Dapat dikatakan tidak pernah dilakukan

pidemiologi untuk memotret besaran masalah gangguan
Indonesia saat itu. Penelitian umumnya

riset e

penggunaan napza di
dilakukan dalam skala kecil oleh para praktisi dan lebih bersifat

klinis daripada orientasi kesehatan masyarakat. Pemerintah saat itu

selalu mengumumkan, prevalensi penggunaan napza tidak pernah

lebih besar dari 0,05% dari total penduduk Indonesia usia produktif

(Bakolak Inpres 6/71).
Bila morfin menjadi zat utama yang dilaporkan disalahgunakan

oleh pasien yang dirawat di RSKO pada kurun waktu 1970-1980,
berubah menjadi kombinasi penggunaan

maka potret ini
a—akohol pada kurun waktu 1980-1990.

benzodiazepin—ganj
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de methamphetamine/MDMA) pag,
kehadiran kembali zat jenis Opiay
esia. Secara kebetulan, puncy)
maan dengan jatuhnya pemerijp,

Masuknya ekstasi (methyl-dyoxi
awal 1990 menjadi indikator

(dalam hal ini heroin) di Indon
masalah penggunaan heroin bersa
tahan orde baru pada tahun 1998. | |
atan (khususnya rawat 1na}p) terkait dengay,
penatalaksanaan gejala putus zat heroin nﬂ.nelonja:()iﬁ;ar;af'rastis_
RSKO mencatat permintaan perawatan hingga 19(;9 N; tota'l
kapasitas tempat tidur yang dimiliki pada ta};ll.m - er.ne ?lalul
perjuangan manajemen RSKO saat itu, pada ak 11:{13)/ ;;da nl;]tah
(Kementerian Kesehatan) membangun gedung RS . i t si uah
lahan cukup luas milik Pemerintah Daerah Khusu§ Ibukota Ja ?:'lrta,
di daerah Cibubur, Jakarta Timur dengan kaP351tas tempat tldu-r
100, dari awalnya hanya 20 tempat tidur saat di lahan RS Fatmawati,

Para pecandu heroin juga mendominasi pfar.'awatan. Pada
berbagai lembaga rehabilitasi, baik pendekatan tradlsm-nal, sp.mtual,
ataupun dengan pendekatan boot camp. Layanan psnkosos.xal tak
terstruktur maupun pengobatan medis (psikofarmakoterapl) yang
bersifat simtomatik, dirasakan tidak dapat menjawab kebutuhan
perawatan pecandu heroin. Saat itu, banyak pecandu heroin dari
kalangan sosial ekonomi menengah atas mencari perawatan yang
diberikan pihak swasta di negara Malaysia dan Singapura.
Pendekatan mereka umumnya adalah therapeutic community (TC),

Kebutuhan peraw

Pengalaman keluarga dan klien menjalani program TC
mengilhami mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga rehabilitasi
swasta berbasis TC di Indonesia—khususnya di pulau Jawa—dan
jumlahnya sempat mencapai lebih dari 50 lembaga pada seputaran
tahun 2000, terutama berlokasi di pulau Jawa. Jumlah ini kemudian
menurun seiring dengan perubahan zat utama yang disalahgunakan,
dari heroin menjadi metamphetamine (sabu-sabu). Pendekatan TC
juga menjadi sangat populer diterapkan pada lembaga (panti)
rehabilitasi milik pemerintah, tidak terkecuali milik Kemenkes,

Kemensos, dan Kepolisian (WPS) “j |

Tidak hanyfl pada pendekatan rehabilitasj yang mengalam!
perubahan, epidemi heroin dalam kurun wakty 1990-2010
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memunculkan masalah baru, yaitu penularan HIV yang sangat cepat
di antara pengguna heroin dengan jarum suntik. Kajian epidemiologi
klinis di RSKO dilakukan secara berulang dan tampak peningkatan
sangat bermakna dari tahun-tahun atas serosurvey, dimana
prevalensi HIV positif di kalangan penasun di RSKO tahun 1999
adalah 14,8%, menjadi 41% di tahun 2000 dan 48% di tahun 2001.
Pihak-pihak terkait yang dimulai dari unsur masyarakat dan
kemudian pemerintah, tersentak luar biasa. Berbagai pertemuan,
diskusi ilmiah dan serangkaian penelitian dilakukan. Pencegahan
dan penanggulangan masalah HIV—termasuk pada pengguna napza
suntik (penasun) menjadi salah satu program prioritas sektor
kesehatan, mengingat pada kurun waktu 2000 hingga 2010 kasus
baru HIV terutama disumbangkan oleh populasi penasun, melebihi
dari populasi lainnya (heteroseksual, homoseksual, dan lainnya)
(http://spiritia.or.id).

Salah satu upaya pencegahan penularan HIV dalam konteks
layanan terapi rehabilitasi adiksi napza adalah inisiatif mengadakan
layanan terapi rumatan metadon -bagi mereka dengan
ketergantungan heroin pada awal tahun 2003 di RSKO dan RS
Umum Pusat Sanglah, Bali. Program ini mendapat tentangan yang
tidak sedikit, tidak saja oleh masyarakat umum, melainkan juga oleh
profesional adiksi dan oleh klien itu sendiri, khususnya yang
menganut prinsip abstinensia dalam proses pemulihannya. Sebuah
kajian uji coba untuk mengevaluasi proses dan luaran (outcome)
program terapi rumatan metadon (PTRM) diselenggarakan dalam
bentuk prospective cohort study pada tahun 2003-2005, dimana
pasien diikuti selama enam bulan dan dilihat perubahannya pada
beberapa indikator. Hasil dari uji coba ini menunjukkan bahwa 89%
mengalami penurunan dalam penggunaan heroin, 91% penurunan
dalam perilaku menyuntik, 68% penurunan derajat ketergantungan,
72% penurunan dalam keluhan fisik dan 28% penurunan gejala-
gejala depresi, perbaikan pada masalah fisik 47%, sosial 19% dan
- lebih dari 100% perbaikan pada kualitas psikologis (Utami, dkk,
2008). Hasil uji coba ini menjadi dasar pemangku kepentingan untuk
diperluas layanannya sejak 2007 dan saat ini telah mencapai 90 unit
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layanan, baik berbasis pusat kesehatan masyarakat, maupun rumah
sakit. Seluruhnya masih berada dalam institusi milik pemerintah.

Selain PTRM, sejak 2002 juga telah tersedia terapi rumatan
buprenorfin, juga untuk pecandu heroin, yang dijalankan oleh
praktik dokter swasta. Keleluasaan pemberian buprenorfin oleh
beberapa pihak dan belum diaturnya penyelenggaraan layanan ini
oleh pemerintah membuat maraknya diversi penggunaan yang
seharusnya sublingual menjadi suntik. Penelitian tahunan yang
dilaksanakan oleh sebuah proyek pencegahan HIV/ AIPS di Surabaya
menunjukkan bahwa 30%-56% pengguna buptjenorfm mengguna-
kan dengan cara suntik (KPA Provinsi Jawa Timur, 2012). Upaya
untuk meregulasi terapi rumatan buprenorfin telah dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa sejak tahun 2011 dengan
menyusun pedoman penyelenggaraan terapi rumatan buprenorf‘m:
Namun karena berbagai pandangan pro dan kontra yang I:I‘IEWE-lrnal
substansi pedoman tersebut, baru pada tahun 2016 diterbitkan
Permenkes No 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Terapi
Buprenorfina. Selain itu kehadiran Permenkes No 55 Tahun 2015
tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik
membuat buprenorfin tidak lagi diresepkan oleh dokter
perseorangan, namun melalui layanan di rumah sakit, yaitu RS
Duren Sawit dan RSKO. Dari sisi distribusi dilaporkan lebih tertib
namun dari jumlah orang yang menjangkau layanan terjadi
penurunan drastis. Namun demikian dokumentasi kualitatif kegiatar
penjangkauan menunjukkan perilaku menyuntik tetap mendominasl
penggunaan buprenorfin. Dosis juga tetap suboptimal sehingga tidak
sedikit yang memiliki pola “poly-drug use”, umumnya dengan 2
jenis depresan, seperti benzodiazepin dan kadangkala heroil
(Indonesia HPTN 074, 2016). Regulasi suatu program Sering kal
hadir jauh lebih lambat dibandingkan masalah yang munct!

sehingga ketika regulasi akhirnya muncul, persoalan sudah terlan"
mendalam dan relatif sulit untuk dibenahi
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instansi yang menyelenggarakan survei epidemiologi nasional
tentang besaran masalah penyalahgunaan narkoba secara reguler
sejak 2003. Hasil Survei Nasional terakhir menunjukkan I);lhw;,; bila
sepuluh tahun lalu di antara 100 pelajar/mahasiswa, 8 orang pernah
memakai dalam scumur hidupnya dan 5 orang memakai dalam
setahun terakhir, maka pada 2016 di antara 100 pelajar/mahasiswa,
hanya 4 orang vang pernah mengpgunakan dalam seumur hidupnya
dan 2 orang vang menggunakan dalam setahun terakhir (BNN,
20169). Artinya, terdapat kecenderungan penurunan penyalahgunaan
narkoba di antara pelajar dan mahasiswa. Kecenderungan angka
penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta paling tinggi di antara kota-
kota lainnya (BNN, 2016°¢). Pola penggunaan napza adalah lebih dari
50% menggunakan lebih dari satu jenis zat (poly-drug use).
Sementara pilihan napza yang utama bagi pelajar dan mahasiswa
dalam lima tahun belakangan ini adalah ganja (45%), inhalansia,
terutama aica-aibon (17%) dan sabu-sabu (metamphetamine)
(14%).

Lebih lanjut, survei yang sama juga menunjukkan terdapat
penurunan proporsi pecandu dengan penggunaan napza suntik, dari
0,7% di tahun 2006 menjadi 0,1% di tahun 2016. Hal ini tampaknya
berpengaruh besar terhadap karakteristik klien yang masuk dalam
berbagai tempat terapi dan rehabilitasi di Indonesia, yaitu lebih
didominasi oleh jenis zat metamphetamine dan MDMA (BNN, 2016%).
Sementara itu terdapat penurunan drastis pasien yang mengakses

rumatan metadon—sebagai farmakoterapi bagi

program terapi
an—dimana jumlah total

pecandu heroin yang umumnya disuntikk
berada pada kisaran 2.200 orang pada 2 tahun

pasien saat ini
2.500 orang

terakhir, dari sebelumnya bertahan pada Kkisaran
(Direktorat P2ZM Keswa & Napza, 2016). Unit Layanan Napza pada
RS Jiwa Marzuki Mahdi dalam setahun terakhir |ug;‘1 melaporkan
bahwa klien dengan penyalahgunaan new psychoactive substances
(NPS)—umumnya cannabinoid synthe —m
perawatan dengan keluhan utama hulusmum,. . comas o
gangguan pengendalian emosi (dr. Kartika, A.S., per:

communication, January 31, 2017).

tic—mulai datang mencari
gelisah, cemas, dan

i _damanial TN
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 dirinva sendiri. Ke
sneelakai dirinya sendil N—
mencelak } relatif tenang, karena sepanjang  pasie,

pat untuk mengatasi gejala put,.
Penggunaan heroin jug,

suasana perawatan
menerima farmakoterapi yang te "

a, mereka cenderung patuh. o |
:::a}dlrong pecandu mencari pertolongan oleh lertl:,iz;nzf_tndr
(sukarela), tanpa intervensi keluarga. Lalu am'p e y kyp'f
stimulants (ATS) seperti shabu (metamphetam.m(i) .dan"i Sta"_
(MDMA) memberikan nuansa perawatan yaltlg lebih “hidup aren_'j
tidak jarang pasien menolak menjalani perawatan, me-rabc
penggunaan zat selalu berada di bawah kontrt?l -mereka, seka.hpur
banyak di antaranya mengalami gangguan pikiran dan perllakti
Klien dengan penggunaan benzodiazepine, alkohol, ganja ,dan ATS

umumnya menjalani terapi rehabilitasi karena dorongan atac
paksaan keluarga.

Perubahan Undang-Undang Terkait Napza:
Kekuatan dan Kelemahan

Setelah menjadi primadona hingga hampir 20 tahun, secara perlahar
heroin digantikan oleh metamphetamine atau sabu-sabu sebagai za
utama yang disalahgunakan di Indonesia sejak akhir tahun 2000-an
Selain itu pada era reformasi, terjadi banyak perubahan struktu
kementerian/lembaga negara. Badan Koordinasi Pelaksana Instruks
Presiden (Bakolak Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 yang dibentul
untuk mengurus masalah narkoba, kenakalan remaja, dan tindal
pidana pencucian uang dibubarkan karena dianggap belum mamp!

menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika (Iskandal

2014). Khusus untuk masalah narkoba, dibentuk lembaga bar
dengan nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pad
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tahun 2002. Salah satu alasan adalah karena adanya peningkatan
jumlah pengguna narkoba secara sipnifikan. Hal ini mungkin juga
dipengaruhi oleh atmosfer demokrasi yang kuat sejak Peristiwa
1998 sehingga keterbukaan mempengaruhi informash yang, lebih
luas dan mendalam.

Segenap perubahan diatas mempengaruhi pula kebijakan
tentang napza. Pemerintah kemudian berinisiatif untuk merubah U
No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dengan mengeluarkan Ul No
35 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perubahan itu meliputi masuknya
sebagian besar zat-zat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika ke dalam UU No 35 Tahun 2009, kemudian
diaturnva lembaga bernama Badan Narkotika Nasional
menggantikan BKNN, yang dalam UU baru tersebut BNN menjadi
lembaga negara setingkat menteri.

Beberapa kekuatan tentang UU No 35 Tahun 2009 di antaranya
adalah sebagian pasalnya mengatur kewajiban pecandu narkotika
untuk melaporkan diri pada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga,
terutama atas diri pecandu yang berada di bawah umur. Kewajiban
ini dapat dipandang sebagai sebuah orientasi kebijakan terhadap
kesejahteraan pecandu, mengingat tujuan utama melaporkan diri
adalah untuk memperoleh pengobatan dan perawatan, atau

rehabilitasi (Peraturan Pemerintah, 2011).

Pengalaman  sebagai penanggung jawab program
penanggulangan penyalahgunaan napza pada kementerian
kesehatan selama enam tahun menunjukkan bahwa adanya UU dan
PP terkait narkotika ini sungguh membawa perubahan yang
signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi pecandu.
Karena rehabilitasi sifatnya menjadi wajib, maka pemerintah pun
wajib menyediakan layanan yang dibutuhkan. Sekitar lebih dari
1.500 tenaga kesehatan yang telah bekerja pada layanan kesehatan
yang ditunjuk pemerintah daerah pada 34 provinsi di Indonesia
memperoleh pelatihan di bidang adiksi. Kementerian kesehatan
‘mengambil kebijakan untuk menyediakan layanan secara inklusi,
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tidak secara khusus membangun layanan Khusus napza Sepery
RSKO, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Hingga 2016‘
telah ditetapkan sebanyak lebih dari 500 layanan keseljnatan Menjag
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian Kesehatan
dan lebih dari 180 lembaga rehabilitasi sosial ditetapkan IPwy, ol
Kementerian Sosial. Sayangnya, sebagaimana yang sudah dapg,
diduga, kewajiban ini tidak serta-merta dija.lankan 9]eh pe‘?andu_
Petugas kesehatanpun sebagian masih menunjukkan sikap resistep,;
dalam pelayanan terhadap pecandu. Kemenkes mencatat hany,
sekitar 30% saja IPWL pada sektor kesehatan yang secara akgjs
memberikan pelayanan.

Sementara itu beberapa pasal lain pada UU No 35 Tahun 2009
masih memberikan ancaman pidana paling lama empat tahun bag
pecandu, yang memberikan kesan ambiguitas pesan yang c%isam-
paikan UU tersebut terhadap pecandu. Tingginya angka pemenjaraan
terhadap pecandu/penyalahguna setelah UU tersebut diberlakukan
masih terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi
karena interpretasi yang terbatas oleh penegak hukum atas UU No
35 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang menjadi dasar
UU Narkotika tersebut, di antaranya adalah UU No 8 Tahun 197¢
tentang Pengesahan Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun
1961 dan protokol yang mengubahnya (Iskandar, 2014).

Upaya untuk menyeimbangkan pendekatan kesehatan (kesejah
teraan) dengan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembag;:
terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BNN
Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung
dan Kepolisian (Mahkumjakpol Kemenkes Kemensos BNN) yang
diinisiasi terutama oleh BNN dan disepakati dalam Peraturar
Bersama (Perber) antar-ketujuh lembaga tersebut, ditandatangan
oleh masing-masing Kepala/Menteri di depan Wakil Presiden Rl saa
itu, pada tanggal 11 Maret 2014. Salah satu strategi utama perbel
yang dihasilkan adalah dibentuknya suatu sistem asesmen bag
pecandu/korban yang tertangkap oleh penegak hukum. Sistem in
melibatkan tenaga kesehatan (disebut sebagai tim Medis) dal

penegak hukum (disebut sebagai tim Hukum), yang disebut sebag?
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Tim Asesmen Terpadu (TAT). Masing-masing tim melakukan
asesmen kepada tersangka lalu melakukan konferensi kasus dan
membuat kesimpulan rekomendasi sejauh mana tersangka dapat
diberikan penanganan rechabilitasi. Rekomendasi ini merupakan
salah satu dokumen yang akan dipertimbangkan Hakim pada saat
persidangan (Perka BNN, 2014).

Pelaksanaan diversi pecandu/korban dalam kasus hukum
terhadap program rehabilitasi tidak berjalan dengan mulus,
terutama karena interpretasi petugas di lapangan sangat beragam,
salah satunya mencakup jumlah barang bukti yang dapat dimiliki
pecandu. Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya sejak 2009
Mahkamah Agung telah mengatur jumlah zat satu hari (gramatur)
atas narkotika yang digunakan atau dijadikan sebagai barang bukti
untuk membedakan pengguna dan pengedar dalam bentuk Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dimana hal ini merupakan suatu
terobosan maju dalam sistem peradilan pidana (Fransiska, 2015).
SEMA tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan yang
terakhir adalah SEMA No 3 Tahun 2011. Namun adanya aturan ini
tidak membuat proses pemidanaan pada pengguna menjadi reda.
Salah satu alasannya adalah, gramatur satu hari dalam SEMA
tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh penegak hukum lainnya
karena berbagai alasan. Kedua, SEMA hanya bersifat “bimbingan dan
himbauan” administratif bagi bagi jajaran peradilan (Fransiska,
2015), sehingga sifatnya internal dan tidak ada kewajiban untuk
dilakukan. |

Upaya untuk menyamakan persepsi di antara penegak hukum
agar dapat memiliki pandangan yang lebih humanis terhadap
pecandu merupakan jalan yang relatif berliku yang dimulai sejak
awal tahun 2000-an, ketika kasus HIV mulai marak di antara
populasi pengguna napza dengan cara suntik (penasun). Awalnya
inisiatif dilakukan oleh banyak aktivis AIDS dan pecandu itu sendiri
dengan dukungan lembaga donor. Upaya itu meliputi berbagai rapat
koordinasi, seminar, lokakarya, hingga kunjungan ke beberapa
negara yang telah memperlakukan pecandu dari perspektif hul.n.f,mi.s
seperti Belanda, Portugal, Australia. Secara perlahan inisiatif
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mudian juga dilakukan oleh Kemengg,
an HIV melalui pengguna narlgy,,
Jh BNN, di era tabun 2010-an 5,
lan lapas overcapacity o)y,
tulisan ini dihu;n,

menyamakan persepsi ini ke
di era tahun 2000-an saat penular
suntik sangat marak, kemudian ol
UU No 35 Tahun 2009 diterbitkan «
tahanan narkotika. Meski demikian, hingpa en
kesamaan persepsi itu—sekalipun mengalami pcr‘h.n (':n dari w';,;,_,”
ke waktu—tetap belum mencapai kesepahaman y'l’n;'; optima|
Memang terdapat penurunan kasus narkoba d,nllrmr’l I:Jp:,-,
dibandingkan tahun 2012, dimana saat itu kasus terkait narkotil,

i - atan dan rumat
mendominasi hampir semua lembaga pemasyarak | mak,
0%, dimana 40-50% di antarany;

asyarakatan, 2013). Kondis;
khir, dimana kasus

tahanan, vaitu sekitar 60%-7
adalah pengguna (Laporan Ditjen Pem
ini mengalami perubahan dalam dua tahun tera
narkotika mengalami penurunan, yaitu sekitar 40%
binaan pemasyarakatan (WBP), namun proporsi pengguna tetag
50% di antaranya (Laporan Ditjen Pemasyarakatan, 2016).

Di samping kondisi di atas, UU No 35 Tahun 2009 tentan:
Narkotika tersebut juga mengandung kelemahan lain. Substansiny:
lebih berat pada penegakan hukum daripada pengaturan narkotik:
untuk kemaslahatan (kesejahteraan), seperti untuk kepentingar
pengobatan dan penelitian. Oleh karena itu tidaklah heran ketik:
saya masih kerja di Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, WH(
UNODC menyurati Kemenkes terkait dengan rendahnya penggunaar
opiat (khususnya morfin medis) untuk kepentingan pengobata:
paliatif di Indonesia. Sekalipun belum pernah diteliti kaitanny:
dengan legislasi yang berlaku, langsung atau tidak langsun,
perhatian UU yang lebih berat pada penegakan hukum bisa jad
mempengaruhi sikap layanan farmasi, dokter, maupun pasien-—
khususnya yang mengalami nyeri kronik—dalam men
morfin untuk kepentingan medis. Tentu masih ad
potensi masalah yang terkandung pada UU N
untuk itu Dewan Pertimbangan R
berinisiatif untuk melakukan am

dari total warg:

geunaka
a lagi berbags
arkotika tersebu
akyat RI pada tahun 201
andemen UU tersebut dan masu

em ' _
pemangku kepentmgan terkait, dimana Sz o -

Scanned with CamScanner



menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Rencana perubahan
UU No 35 Tahun 2009 yang substansial di antaranya adalah upaya
untuk memasukkan gramatur dalam lampiran sehingga dapat
diupayakan upaya rehabilitatif bagi pengguna daripada pemenjaraan,
tanpa harus melewati sistem peradilan pidana. Secara personal dan
juga profesional, saya termasuk yang mendukung penuh pendekatan
kesejahteraan dibandingkan pemenjaraan, mengingat pengalaman
klinis menunjukkan jauh lebih banyak orang yang terkena kasus
hukum terkait narkoba masuk kategori pengguna, bukan pengedar.
Selain itu tidak ada bukti bahwa pengguna yang dipenjarakan
menjadi lebih “jera”, karena banyak yang kemudian menjadi lebih
berat dalam penggunaannya di kemudian hari.

Berbicara masalah regulasi terapi rehabilitasi napza di Indonesia,
sama rumitnya dengan isu gangguan penggunaan napza itu sendiri.
UU No 35 Tahun 2009 memberi amanah pada Kemenkes untuk
mengatur kebijakan di bidang rehabilitasi medis (Pasal 55 dan 56).
Selain itu juga untuk mengatur pengobatan dengan cara keagamaan
dan tradisional (Pasal 57 dan 59 Ayat 1), sesuatu yang tidak lazim
diurus oleh sektor kesehatan. Faktanya, banyak lembaga (umumnya
milik masyarakat) dengan pendekatan tradisional dan keagamaan
memperoleh izin layanan dari Dinas Sosial, bukan dari Dinas
Kesehatan, sementara pengaturannya sesuai amanah UU diarahkan
kepada sektor kesehatan. Hingga saat tulisan ini disusun, hampir
delapan tahun sejak UU No 35 Tahun 2009 diterbitkan, persoalan
pengobatan dengan cara keagamaan dan tradisional seperti belum
tersentuh dalam peraturan yang jelas. Praktik-praktik tersebut
masih berlangsung dan imemperoleh kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat walaupun belum ada bukti mengenai keberhasilannya.

UU No 35 Tahun 2009 memberi amanah untuk mengatur
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bagi “mantan pecandu” pada
Pasal 58 dan 59 Ayat 2 kepada Kementerian Sosial. Penyebutan
mantan pecandu disini pada praktiknya juga menimbulkan
Persoalan tersendiri. Apakah ini berarti lembaga rehabilitasi sosial
tidak dapat memberikan layanan rehabilitasi bagi mereka yang
masih aktif menggunakan zat? Padahal tidak sedikit mereka yang
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masih mengalami kecanduan mencari pertolongan langsung pada
lembaga rehabilitasi sosial.

Bagaimana dengan amanah UU No 35 Tahun 2009 terhadap

BNN? Dalam Pasal 70 Huruf d disebutkan bahwa tugas BNN terkait
rehabilitasi ditekankan pada tanggung jawab peningkatan kemam-
puan bagi lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun
masyarakat. Artinya, tugas utama adalah untuk 'n.’lf—‘n_dUku:_g
peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi ;10 :S
maupun sosial, baik milik pemerintah maupun masyarakat, 5€ cllng;,a
dapat meningkatkan cakupan (31{595ibi“tas) (dan agar capat
memenuhi standar pelayanan minimal. Namun pada kenyata;‘_r:.nyaf
banyak wilayah di Indonesia tidak memiliki lembaga.reha i 1t?Sl.
narkoba, khususnya yang memberikan layanan rawat inap. Hal ini
yang mendasari BNN untuk juga menyelenggaljakan layz?nan
rehabilitasi melalui beberapa balai/loka rehabilitasinya, sekalipun
perintahnya setingkat peraturan presiden (Perpres 23/ 2010), bukan
undang-undang.

Banyaknya pemangku kepentingan pemerintah yang berperar
dalam terapi dan rehabilitasi, yaitu Kemenkes, Kemensos, dan BNN
pada kenyataannya memberi tantangan yang tidak sedikit
Tantangan muncul pada tataran praktis di seluruh wilayah d
Indonesia. Seluruh kebijakan sektor kesehatan maupun sosial tidal
serta-merta ditaati dan dijalankan oleh pemerintah daerah karen:
sejak tahun 2004, Indonesia menganut sistem desentralisas
termasuk untuk urusan kesehatan dan sosial. Bahkan UU No 2
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahw
rehabilitasi sosial untuk masalah narkoba menjadi urusan pusat. H:

ini mengacaukan pengelolaan lembaga-lembaga rehabilitasi sosi:
di daerah. Pada umumnya, hingga tulisan ini dibuat, lembag:
lembaga tersebut berubah bentuk layanan menjadi layanan untu
lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, atau anak-anak. P
persoﬁalan terjadi pada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes
Sekalipun telah ditetapkan menjadi institusi penerima wajib lap!
(IPVYL) untuk melayani pecandu, banyak fasyankes tid’
menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan, salah satunya adal

]ﬂﬂ | .lin €ahint NManara Viiaé Maleee - as
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kompetensi yvang dimiliki masih terbatas, tidak percaya diri
menangani pecandu, banvak pasien umum yang harus dilayani—
terutama setelah Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan—dan

minimnva pecandu yang datang untuk berobat.

pukungan Dana dan Program
Bekerja 16 tahun di RSKO sejak 1993 hingga awal 2009, memberi
suatu pemahaman kepada saya bahwa gangguan penggunadan napza
sulit memperoleh perhatian dan dukungan yang cukup dari
pemangku kepentingan. Terasa betul bagaimana program sangat
sulit berialan saat itu. Perhatian donor asing, misalnya, baru terasa
secara signifikan setelah masalah HIV merebak di kalangan
pengguna napza suntik. Kondisi ini sesungguhnya tidak eksklusif
dirasakan oleh RSKO, namun juga berlaku secara global. Badan
Kesehatan Dunia pun tidak membuat program khusus bagi masalah
penggunaan napza, melainkan program guna pencegahan HIV di
kalangan pengguna napza. Salah satu alasan utama barangkali
sangat jelas, program yang menyasar pada pemulihan
ketergantungan sangat sulit diukur efektivitasnya mengingat kondisi
ini termasuk penyakit kronis. Sementara upaya pencegahan HIV

jauh lebih mudah diukur keberhasilannya.

Sulitnya dukungan dana dan perhatian terhadap upava
pemulihan juga kami rasakan pada 1999-2002 saat kelompok
dukungan sebaya di RSKO memasukkan berbagai proposal yvang
menyasar semata-mata pada program pemulihan adiksi. Tidak ada
satupun pihak yang berkenan memberi kami dana untuk kegiatan.
Saat itu perasaan kami sungguh-sungguh kecewa. Kami merasakan
betul “diskriminasi” dalam pendanaan program. Keadaan berbalik
ketika kami merubah proposal tidak lagi pada program pemulihan
adiksi, melainkan pada pengurangan dampak buruk terkait
Pencegahan HIV/AIDS. Sasaran tetap bagi pecandu napza dengan
€ara suntik, tetapi tujuan kegiatan dan program lebih pada intervensi
Pengurangan risiko penularan HIV.

Kondisi di awal tahun 2000-an tentang sulitnya memperoleh
dukungan dana untuk pemulihan itu ternyata tidak juga berubah 10
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an Nasional (JKN) diluncurky,
penggunaan  napy,
tanggung oleh JKN
ndiri. Saat masih d;

tahun kemudian. Saat Jaminan Kesehat

tahun 2011, perawatan akibat gangpguan
termasuk salah satu penyakit yang tidak di
“dibuat” s€

Alasannya, rermasuk kondisi yans
. alt 2|2 an AC
Kemenkes, kami telah beberapa kali melakukan | !
1 demilc agar dapat kir:
dan eksternal, serta menyusun naskah akademik Elf:,d.l : P <irany,
lisan ini dibuat, biay,

rehabilitasi napza masuk dalam JKN. Hingga tu
4 tetap belum terc jalam JKN. Kemenkes

akup ¢

akhirnya mengalokasikan dana pembiayaay,
cara khusus (disebut sebagai uang program),
habilitasi napza dalam karier panjang say;
lang mencapai puncaknya pada 2015
kan Gerakan Rehabilitas;

kan pada 31 Januari 2015
dengan Kemenkes,

[vokasi interny

perawatan napz
Kemensos dan BNN
layanan rehabilitasi se

perhatian terhadap re

di bidang napza boleh dibi
ketika Presiden Joko widodo menetap
100.000 pecandu di Jakarta, yang diluncur
oleh Kepala BNN saat itu, bersama-sama
ahkumjakpol (http://www.voaindonesia.com]_
Konsekuensi perhatian ini tentu saja adalah kucuran dana yang
relatif besar untuk penyelenggaraan rehabilitasi. Baru pada 2015
tersebut, setiap pecandu yang menjalani terapi dan rehabilitasi d
berbagai lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah maupurn

masyarakat, baik yang datang secara sukarela maupun yang masuk

Kemensos dan M

terkait p.rose.s hukum, ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah |
S}ldah bisa diduga, aksesibilitas layanan rehab melonjak drastis, dar |
kisaran di bawah 15.000 per tahunnya, menjadi lebih dari 50.000 :
orang (BI?II\'I, 2016").. Hasil riset operasional untuk mengevaluas |
zrogra-m ini yr«:mg dilakukan oleh Deputi bidang Rehabilitasi BN}

zl;tr-r;lt]ra. ker]ar.lya pada sebelas provinsi juga menunjukkan ha |
positif lain dari gerakan rehabilitasi ini, yaitu meningkatny: 1

D C

kesadaran masyarakat ak -
an seri
(Tyas Suci, dkk, 2017) usnya masalah penyalahgunaal

Di sampi : Ce
terjadi padznsgetli{;) nszk;?ns, positif yang diterima, sebagaima®
100.000 pecandu F;n. e- ijakan yang dibuat, gerakan rehabilita’
diinginkan. Adanya talr juga memb.awa efek samping yang tida
yang tidak membut hie': yang begitu besar, membuat banyak kli¢

uhkan rehabilitasi “dipaksa” dengan }l;erbagﬁ

Scanned with CamScanner



cara untuk menjalani program. I’_Ehabilitasi‘. Efek samping lainnya,

lembaga rehabilitasi yang dimiliki masyarakat tumbuh bak jamur di

musim penghujan tanpa mengindahkan kualitas layanan, demi

memperoleh “uang klaim” biaya perawatan. Lebih lanjut evaluasi

proses juga menunjukkan bahwa monitoring atas pelaksanaan
program ini juga tidak berjalan dengan baik (Tyas Suci, dkk, 2017).
Terkait dengan hal terakhir ini, bisa jadi karena program gerakan
rehabilitasi lebih bersifat “crash program” atau program percepatan,
dimana program dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat
dengan dana tambahan yang dikucurkan pada sekitar pertengahan
tahun anggaran berjalan. Melihat banyaknya dampak samping
program gerakan rehabilitasi ini, saat ini pemerintah, khususnya
BNN, sedang berupaya memperbaiki kualitas layanan rehabilitasi
dan tidak lagi fokus semata-mata pada jumlah klien.

Layanan Terapi dan Rehabilitasi Napza Saat Ini

Berbagai latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, baik dari

sisi perubahan jenis zat yang disalahgunakan hingga sisi kebijakan

yang bersumber pada UU Narkotika maupun kebijakan pemerintah

lainnya, telah mendorong Kketersediaan layanan terapi dan

rehabilitasi yang semakin beragam saat ini. Saat ini Indonesia punya

layanan terapi rumatan, baik metadon maupun buprenorfin untuk
pecandu opiat, punya rawat jalan dengan pemberian medikasi
simtomatik dan intervensi psikososial, punya rawat inap jangka
pendek untuk mengatasi gejala putus zat dan mencapai stabilisasi
fisik, punya rawat inap jangka panjang yang umumnya mengacu
pada pendekatan therapeutic community, hingga layanan berbasis
spiritual/keagamaan atau tradisional. Penyelenggaranyapun bukan
hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat dan swasta. Ada

lembaga yang bersifat “low-threshold” dalam menerima klien,

dimana persyaratan masuk relatif mudah dan tidak memberikan

“blacklist” pada mereka yang kambuhan. Ada pula yang bersifat
“high-threshold”, dimana persyaratan masuk cukup ketat, misalnya,
klien harus ada penjamin, baik orang tua maupun anggota keluarga
- ,'“i“nya dan tidak memiliki riwayat kekambuhan sebelumnya.
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Seiring dengan dinamika perubahan zat utama yang disalah.
gunakan dan seiring dengan atmosfer keterbukaan pemerintah sejak
era reformasi, berbagai pihak yang memiliki minat atau berkepen-
tingan dengan masalah terapi dan rehabilitasi di Indonesia, juga
melakukan penelitian tentang efektivitas terapi atau evaluasi ?roses
suatu layanan. Penelitian pertama di bidang terapi rchahilitas': yang
dilakukan dengan metode penelitian prospective cohort -dlmana
setiap partisipan diikuti selama enam bulan, adalah cval'uasu proses
dan outcome Program Terapi Rumatan Metadon (P I‘RM)- YE”?
digagas oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2093 .sampal tahun

2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini bel.‘p-el'(nga Fuk
secara signifikan terhadap penurunan perilal.(u berls‘,l o dar
penggunaan heroin, serta peningkatan kualitas hldup‘(Ah» R. fft al
2005; Utami, et al, 2008). Bukti ini menjadi dasar bagi pe.lfrlel-‘lnta}
untuk melakukan scaling-up layanan PTRM pada berbagal wilaya
di Indonesia. Penelitian terkait rehabilitasi lain yang sudah dilakuka
secara berulang adalah Program Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM
yang digagas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pad
tahun 2012 dan 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa layana
rehabilitasi dengan konsep low-threshold, dimana pendekata
pengurangan dampak buruk diberikan dan tidak ada persyarata
ketat dalam mengakses layanan, tetap berpengaruh secara signifika
pada perbaikan kualitas hidup yang terus dapat dirumat sekalipu
yang bersangkutan sudah berhenti lama dari program. PABM ju
dapat menahan 3 dari 5 klien untuk terus berada dalam progr#
hingga selesai, padahal program hanya terdiri dari dua bulan raw

inap dan empat bulan rawat jalan (SarasvitaydkiE20:05). Kare
terlibat secara langsung sebagai peneliti utama siaya merasaki
betul betapa suatu program layanan yang ber,basis bukti am
pow?rfu'lsebagai media advokasi dan dapat men hkan kebijak
menjadi lebih efektif dan efisjen. sarahian ke

Secara khusus kami memberi

“rehabilitasi napza” dengan

perhatian khusus terhadap laya"
UU N
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umum banyak menaruh kepercayaan pada pendekatan ini. Beberapa
Jembaga berbasis agama memulai layanannya dari suatu lembaga
pendidikan agama yang kemudian memperoleh kepercayaan para
orang tua untuk membimbing anak-anak mereka yang memililki
gangguan penggunaan napza, Sebagian lembapga berbasis agama/
spiritual atau tradisional lainnya justru awalnya melayani orang
yang mengalami masalah karena “guna-guna, santet, ilmu hitam”
hingga gangguan kejiwaan, sebagaimana yang disebutkan oleh
pendiri Pondok Pesantren Nurul Ichsan Al Islami (Ustaz Achmad
Ichsan, komunikasi pribadi, 10 November 2016). Seiring waktu,
keluarga yang memiliki anak dengan masalah napza juga menitipkan
anaknya pada lembaga tersebut. Perhatian utama kami adalah
karena sebagian dari lembaga model ini menerapkan praktik-
praktik yang berisiko terhadap kesehatan fisik maupun jiwa
seseorang, bahkan nyawa, sebagaimana yang terjadi pada salah satu
lembaga di Medan (http://news.detik.com/berita/D3387323/panti-
rehabilitasi-narkoba-di-sumut-ditutup-karena-siksa-6-pasien).
Rasanya sangat perlu dilakukan kajian sistematis terhadap layanan
lembaga rehabilitasi yang serupa, juga mendorong mereka untuk
memenuhi standar minimal layanan rehabilitasi napza dan
menghilangkan berbagai praktik yang berisiko terhadap kesehatan

kliennya.

Harapan di Masa yang Akan Datang
Sebagai penggiat utama di bidang terapi dan rehabilitasi napza di
Indonesia, puaskah saya atas berbagai perkembangannya saat ini?
Jawabannya, ya dan belum. Jawaban "ya" saya berikan untuk
perhatian berbagai pemangku kepentingan yang meningkat secara
tajam dalam 10 tahun belakangan ini terhadap upaya terapi
rehabilitasi gangguan penggunaan napza, sehingga meniﬁgkntk;m
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan. Jawaban "ya" juga 5“3’_:“
berikan pada kenyataan bahwa beberapa kebijakan sucla.h hcr.L?nfl‘f?
bukti, sehingga meningkatkan akuntabilitas prograt. baik dari sisl
finansial maupun efektivitas.

Nah, jawaban "belum puas” khususnya saya .tu o
beberapa hal. Pertama, saya berharap hendaknya dilakukan Kajl<

jukan untuk
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sistematis terhadap semua pendekatan terapi dan l‘e'h«’flbllltaSi
sebagaimana PTRM dan PABM, sehingga dapat teruji efektivitas danp
efisiensi masing-masing pendekatan yang ada. Keduq. saya berharap
layanan lebih bersifat low-threshold, sehingga setiap ora‘ng yang
membutuhkan dapat dengan mudah mengalksesnya. I(etiga:. Staya
berharap pembiayaan rawatan dapat tercakup clala.m suatubé;s :ar:
jaminan kesehatan nasional sehingga terdapat kepastian p.emlali n); e
yang bersifat jangka panjang, sebagaimana penyakltl odas;
Keempat, saya juga berharap bahwa layanan dapf‘t menga ('OZIn -
kebutuhan individual maupun mengakomodasi p'0PUlaS' engan
kebutuhan klinis spesifik, seperti anak, remaja, perempl; at’
disabilitas fisik maupun jiwa, dan lainnya. Kelima, saya Sjtefi .
berharap profesionalisme dalam layanan—-—termasuk k?r‘;zktu o
sumber daya manusianya—dapat terus ditingkatlfan dari iy
waktu sehingga layanan dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Saya
akan tetap disini, di bidang ini, dan bersama dengan teman-terr:.an
sejiwa terus berupaya mewujudkan harapan-harapan tersebut. <
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